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ABSTRAK 

 

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan, salah satunya dalam pembentukan 

peraturan daerah khususnya pada Kota Bandar Lampung. Setiap daerah 

berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda), dimana DPRD memiliki 

tiga pelaksanaan fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan fungsi legislasi 

yakni pelaksanaan fungsi membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. 

DPRD Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Daerah harus membentuk 

perda yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Di Kota 

Bandar Lampung, kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dianggap belum 

optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif 

dari pemerintah daerah dikarenakan beberapa perda yang masih belum sesuai 

dengan peraturan di atasnya. 

Beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar 

Lampung dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan bagaimana 

pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung 

dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan guna 

mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam 

pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan pelaksanaan fungsi DPRD 

dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung dalam perspektif 

dusturiyah. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Sifat penelitian 

adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini yaitu obserasi, wawancara, dokumentasi, dan 

sebagainya. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. 

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar 

Lampung belum berjalan dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa faktor 

penghambat. Hal ini disebabkan karena maksimal pelaksanaan fungsi DPRD 

dalam pembentukan daerah Kota Bandar Lampung mengalami kesulitan 

dalam menentukan skala prioritas terhadap usul raperda karena mengingat 

adanya pembatasan jumlah raperda yang dapat dibahas kedalam propem 

perda, Raperda itu banyak yang masuk pada saat semua raperda yang masuk 

dan semuanya mendesak. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan 

Peraturan Daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif fqih siyasah, 

DPRD Kota Kota Bandar Lampung secara pelaksanaan fungsional dapat 

disebut sebagai as-shultah at-tasyri’iyah. Sesuai dengan tugas Ahlu Halli wal 

Aqdi yang membuat suatu peraturan hukum. 
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MOTTO 

 

                        

                            

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 

 

(QS. An-Nisā (4) : 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

1. Pelaksanaan fungsi berarti sesuatu yang dimainkan atau 

dijalankan.
 

Pelaksanaan fungsi disefinisikan sebagai sebuah 

aktivitas yang dipelaksanaan fungsikan atau dimainkan oleh 

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam 

organisasi.
1
 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung 

(disingkat DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga 

legislatif sebagai perwakilan rakyat yang berkedudukan di Kota 

Bandar Lampung, provinsi Lampung. 
2
 

3. Peraturan daerah, Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya 

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang 

selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah.
3
 

4. Siyasah Tanfidziyyah yaitu  ilmu yang mempelajari hal-ihwal 

urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasan.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang 

pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung. 

 

 

                                                      
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 395. 
2 Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), 86. 
3 Wikipedia, ―Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,‖ 2023, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah. 
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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B. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, keberadaan 

lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan karena pada dasarnya 

setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan oleh dan 

untuk rakyat sendiri. Karena suatu negara pada umumnya memiliki 

penduduk (warga negara) dalam jumlah besar, maka keputusan itu 

tidaklah mungkin dilakukan oleh seluruh warga negara dan untuk 

itulah diperlukan adanya lembaga perwakilan rakyat. Adanya 

lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi 

yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. 

Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan 

kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. 

Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 

Provinsi, Kabupaten/Kota.
5
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga 

Perwakilan Rakyat harus dapat merepresentasikan keinginan 

masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan betul-

betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik 

antara Kepala Daerah dengan masyarakat di Daerahnya. Oleh 

karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus 

mengikut sertakan Rakyat di Daerah itu, yaitu melalui lembaga 

perwakilan Rakyat Daerah.
6
 Dalam hal mewujudkan keinginan 

masyarakat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus 

menjalankan pelaksanaan fungsinya dalam pembentukan Peraturan 

Daerah. 

Dalam menjalankan pelaksanaan fungsian tersebut, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi 

mitra dari Pemerintah Daerah. Konstruksi yang demikian 

menyebabkan kedua komponen tersebut mempunyai kedudukan 

yang sama tinggi. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama 

                                                      
5 Presiden Republik Indonesia, ―UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah,‖ 2014, Pasal 148 Ayat 1. 
6 Ibid, Pasal 149 Ayat 2 dan 3. 
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yang serasi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib 

Pemerintahan Daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses 

perumusan kebijakan yang ada, pada umumnya dituangkan dalam 

bentuk Peraturan Daerah yang menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Walikota bersama-

sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7
 

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan persetujuan bersama pemerintah Daerah. Definisi lain 

tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang- undang 

tentang Pemerintah Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dearah 

dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di 

Kabupaten/Kota. Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah 

bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-

nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, 

contohnya ketertiban dan keamanan di masyarakat tetapi sebagai 

sarana untuk merubah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam hubungan ini, dengan adanya pengutamaan pada 

pembentukan peraturan daerah cara modifikasi, maka diharapkan 

bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang, tetapi 

Undang-Undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap 

berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan 

Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu kejelasan 

tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian 

antara jenis dan materi muatan dapat, kedayagunaan dan 

kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
8
 

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari usulan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur atau 

                                                      
7 Ibid, Pasal 150 Ayat 1 huruf a. 
8 Presiden Republik Indonesia, ―UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah.‖ 
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Walikota/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dalam hal 

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan 

Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, 

disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi 

muatan yang diatur. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan 

Naskah Akademik.  

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang 

pembentukan Peraturan Daerah.
9
 Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pembentukan rancangan peraturan daerah yang berasal 

dari Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Rancangan 

Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, Komisi, gabungan 

komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah, 

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 

rancangan peraturan daerah diatur dalam peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang telah 

disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan 

dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada 

Walikota, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh 

Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada 

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam satu 

masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi 

yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang 

disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

                                                      
9 Presiden Republik Indonesia, ―UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan‖ (Jakarta, 2019), Pasal 47. 
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Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota 

digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 

Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu 

Program pembuatan atau pembentukan Peraturan Daerah yang 

dipelaksanaan fungsikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sangat penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representasi rakyat yang 

dilembagakan sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih 

dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah.
10

 Namun demikian 

dalam melaksanakan pelaksanaan fungsian dalam pembentukan 

Peraturan Daerah, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandar Lampung dinilai belum efektif, dalam artian pelaksanaan 

pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandar Lampung hanya terfokus pada pelaksanaan fungsi 

pengawasan dan mengabaikan pelaksanaan fungsi lainnya yaitu 

pelaksanaan fungsi pembuatan Peraturan Daerah. 

Dalam menyorot kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bandar Lampung ditahun 2015 usulan atau inisiatif 

Rancangan Peraturan Daerah dalam daftar Program Pembentukan 

Peraturan Daerah tahun 2015, dari pihak Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ada 8 Rancangan Peraturan Daerah, dan dari Pihak 

Pemerintah ada 11 Rancangan Peraturan Daerah dinilai usulan 

Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih banyak dari pihak 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan ditahun 2016 dalam 

daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dari pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 Rancangan Peraturan Daerah dan 

dari Pihak Pemerintah ada 9, demikian juga ditahun 2017 dalam 

daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah, dari pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ada 6 (enam).
11

 

Rancangan Peraturan Daerah usulan atau inisiatif Rancangan 

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut belum ada peningkatan 

                                                      
10 Presiden Republik Indonesia, ―UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan‖  
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri, ―Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 

Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah‖. 
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dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandar 

Lampung, dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi ini didasarkan 

pada minimnya jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, 

besarnya jumlah Peraturan Daerah ini mencerminkan kemampuan 

dan efektifitas pemakaian kekuasaan otonomi Daerah yang 

diberikan oleh badan yang berpelaksanaan fungsi sebagai 

pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan 

penulis, timbul suatu gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pelaksanaan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat 

dari pelaksanaan pelaksanaan fungsi dalam penggunaan inisiatif 

atau prakarsa Dewan yang merupakan salah satu Hak Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan usul atau inisiatif 

terhadap pembuatan Peraturan Daerah.
12

 

Permasalahan yang timbul adalah semua Rancangan 

Peraturan Daerah itu berasal dari pihak Eksekutif dalam hal ini 

Walikota. Padahal dalam Perundang- undangan menetapkan bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Pembentuk 

Peraturan Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

dari Pemerintahan Daerah. Tetapi penulis melihat dominasi pihak 

Walikota lebih besar daripada pihak Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Di Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan 

Daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah 

rancangan Peraturan Daerah itu di Dominasi atau selalu berasal 

dari pihak Walikota. 

Dalam Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan Siyasah 

Siyasah yang menjelaskan tujuan utama dari pemerintahan adalah 

memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalaan duniawi, 

mencegah timbulnya kedazliman atau kerusuhan danlain 

sebagainya, agar pemerintahannya mampu membawa masyarakat 

untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki pada akhirat kelak. 

Artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan 

                                                      
12 Presiden Republik Indonesia, ―UU No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah,‖ Pasal 160. 
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pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan.
13

 

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam 

kajian penelitian yang berjudul ―Pelaksanaan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah‖. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus dan sub-fokus penelitian dalam penelitian kualitatif 

adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, 

dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak 

dibahas secara mendalam serta merata. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan 

dibahas nanti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandar Lampung dalam pembentukan peraturan daerah, 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan uraian 

tersebut, maka maka permasalahan dalam penilitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung 

dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam perspektif 

siyasah tanfidziyyah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar 

Lampung dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap 

                                                      
13 Presiden Republik Indonesia, ―UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,‖ Pasal 5. 
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pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan 

Daerah oleh DPRD Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan skripsi ini manfaat yang dapat diambil adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih 

mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah 

pengetahuan atau wawasan mengenai pelaksanaan fungsi 

Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Malang dalam 

pembentukan Peraturan Daerah.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi penegak hukum, 

masyarakat, dan juga diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran, sehingga Pemerintah dalam hal ini adalah Dewan 

Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dapat menjalankan 

pelaksanaan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik dengan 

mengoptimalkan pelaksanaan fungsian dalam pembentukan 

peraturan daerah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan 

rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu 

digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan  

dalam melakukan penelitian diantaranya : 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rahma yang 

berjudul, ―Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jeneponto‖, 

Penelitian ini mengkaji mengenai unjuk kerja dari pegawai sudah 

memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum dan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pada 

pegawai sekretariat DPRD Jeneponto dalam prospektif  

responsibiltasnya. penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 

teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Unit analisis 



 

 

9 

adalah individu dan pengumpulan data dilakukan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi tentang 

hasil kinerja pegawai. Sumber data yang digunakan berasal dari 

data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap kinerja pegawai sekretariat DPRD Jenponto secara umum 

sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja 

harus lebih ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih 

memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui 

apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
14

 Perbedaan 

penelitian ini adalah Pokok Permasalahan yang diteliti serta tempat 

penelitian yang akan di teliti oleh penulis. 

Kedua, Skripsi Dedi Suwardi pada Tahun 2018 mahasiswa 

dari Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul, ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan fungsi DPRD Dalam Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan APBD (Studidi Kabupaten Lampung Utara)‖. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan 

menganalisis pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan APBD 

di Kabupaten Lampung Utara, serta bagaimana pandangan Fiqh 

Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan 

terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai 

sumber yang utama. Hasil penelitian pelaksanaan fungsi DPRD 

dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Lampung Utara masih 

terbilang lemah, sedangkan pelaksanaan pelaksanaan fungsi 

legislasi telah berjalan baik, namun secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam 

melaksanakan pelaksanaan fungsinya dalam pengawasan APBD 

belum berjalan secara optimal.
15

 

                                                      
14 Rahma, ―Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jeneponto‖ (Makasar: Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah, 2019). 
15 Dedi Suwardi, ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam 
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Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Devita yang 

berjudul, ―Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Kabupaten Jepara‖, Penelitian ini mengkaji mengenai 

unjuk kerja dari DPRD sudah memenuhi standar kerja yang 

diharapkan atau belum. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kabupaten 

Jepara secara umum sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan 

waktu dan disiplin kerja harus lebih ditingkakan lagi. Disamping 

itu harus lebih memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk 

mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Perbedaan penelitian ini adalah Pokok Permasalahan yang diteliti 

serta tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis. 

Keempat, Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng 

Riadi yang berjudul, ―Hak dan Wewenang Anggota DPRD dalam 

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang‖, 

Penelitian ini mengkaji mengenai hak dan wewenang dari DPRD 

sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap kinerja DPRD Kota Malang secara umum sudah baik 

akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja harus lebih 

ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih memperhatikan 

berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah 

Pokok Permasalahan yang diteliti serta tempat penelitian yang 

akan di teliti oleh penulis. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan yang 

berjudul, ―Analisis Kinerja Angota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di Kabupaten Banyuwangi‖, Penelitian ini mengkaji 

mengenai unjuk kerja dari DPRD sudah memenuhi standar kerja 

yang diharapkan atau belum. Penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 

                                                                                                                  
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD‖ (Lampung: Fakultas Syari‘ah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kabupaten 

Banyuwangi secara umum sudah berjalan secara tertib dan baik 

akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja perlu lebih 

ditingkakan lagi. Perbedaan penelitian ini adalah pokok 

permasalahan dan analisis hukum Islam yang diteliti serta tempat 

penelitian yang akan di teliti oleh penulis. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, 

sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Menurut   jenisnya,   peneliti  ini  termasuk   penelitian 

lapangan (field  research),  penelitian  lapangan adalah 

penelitian  yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi.
16

 Khususnya pada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bandar Lampung 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan 

bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau 

memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.
17

 Dalam hal ini 

bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan 

faktual mengenai fakta-fakta yang ada. Selain itu penelitian ini 

memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail 

sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok 

permasalahan.
18

 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di 

                                                      
16 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafika, 2011), 31. 
17 Juliasyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34. 
18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers., 

2016), 18. 
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peroleh.Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu data primer dan sekunder. 

a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari narasumber 

dilokasi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung 

b. Data Sekunder, data ini diperoleh untuk pelengkap data 

primer. Yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.
19

  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah staff/pegawai pada kantor DPRD Kota 

Bandar Lampung, sebanyak 20 pegawai DPRD Kota Bandar 

Lampung. 

b. Sampel, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi.
21

 Berdasarkan populasi tersebut maka penulis 

mengambil sampel yang berjumlah 3 orang pegawai dari 

Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu 

Sukartini, S. AP., MM., dari Kepala Bagian Perundang-

Undangan, Ibu Indah Retno Setiawati, S.Sos dari bidang JF 

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Legislatif, Bapak Ferizal dari Kabag Persidangan dan 

Perundang-Undangan. Adapun teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara sampling purposive yaitu teknik 

                                                      
19 Zamzam Fakhry Firdaus, Aplikasi Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Budi 

Utama, 2018), 102. 
20 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H (Bandung: 

Alfabeta, 2006), 215. 
21 Ibid, 216. 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
22

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara 

maksimal pada penelitian ini, Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik tentang gejala gejala yang akan 

diselidiki.
23 

Observasi atau metode pengamatan mempunyai 

sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks 

natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara 

wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusri aliran 

alamiah dari kehidupan sehari hari. Observasi ini dilakukan 

pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bandar 

Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalalah tanya jawab atau 

pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang 

untuk suatu pembicaraan secara langsung.
24 

Adapun 

wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara 

yang bersrtuktur, yaitu teknik wawancara dimana 

pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar 

isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal 

atau Variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.
25

 

                                                      
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 68. 
23 Cholid Narbuko and Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), 70. 
24 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LPPM IAIN Radin Intan, 

2014), 17. 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), 231. 
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5. Pengolahan Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap 

selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada 

umunya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas 

dan tanpa kesalahan.
26

 

b. Sistematis data (sistematizing) yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
27

 

6. Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi 

dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data 

atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data 

diatas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis 

analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. 
28

 

Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi paktual 

yang diperoleh dari aparatur Dinas Kementrian Perhubungan 

Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu 

bab dengan bab lainya ada keterkaitan dan ketergantungan secara 

sistematis, dengan kata lain pembahasanya berurutan dari bab 

pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini : 

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

                                                      
26 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), 131. 
27 Ibid, 127. 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang pertama 

Tinjauan Siyasah Siyasah, Pengertian Siyasah Siyasah, Ruang 

Lingkup Siyasah Siyasah, Tujuan Siyasah Siyasah, poin kedua 

adalah pengertian atau teori tentang pelaksanaan fungsi. 

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang 

meliputi gambaran umum Gambaran Umum DPRD Kota Bandar 

Lampung, Deskripsi DPRD Kota Bandar Lampung, Visi Misi, 

Tugas dan Wewenang, kedua adalah Pelaksanaan Pelaksanaan 

fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah, Pelaksanaan fungsi Legislasi yang dilaksanakan 

DPRD, Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPD. 

Bab keempat merupakan analisis penelitian oleh penulis 

sebagai gambaran umum hasil analisa terkait permasalahan yang 

terdapat pada rumusan masalah. 

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan 

dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan 

berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya.  

  



69 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sebenarnya 

pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung sudah 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Tata Urutan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat 

dari kesesuaian dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam 

Undang-Undang tersebut. Namun, DPRD Kota Bandar 

Lampung dalam proses pembuatan Raperda berdasarkan 

analisis dari hasil data penelitian disimpulkan bahwa DPRD 

Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Hal ini 

disebabkan karena DPRD Kota Bandar Lampung belum 

maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya, dari Peraturan 

Daerah yang telah dibentuk seharusnya masih banyak aspirasi 

masyarakat yang seharusnya dijadikan landasan oleh DPRD 

dalam membentuk Peraturan Daerah. Selain aspirasi dari 

masyarakat, DPRD harus bisa menelaah permasalahan lain 

seperti permasalahan sosial, politik, hukum dan ekonomi yang 

terjadi di masyarakat dan itu semua dapat dijadikan landasan 

atau alasan oleh DPRD untuk menggunakan Hak Inisiatifnya 

dalam pelaksanaan fungsi DPRD pada pembentukan 

Peraturan Daerah.  

2. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan 

Daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif siyasah 

tanfidziyyah disebut sebagai as-shultah at-tasyri‟iyah, dimana 

DPRD mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem 

pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya, 

sesuai dengan tugas Ahlu Halli wal Aqdi yang membuat suatu 

peraturan hukum sama seperti halnya DPRD Kota Kota 

Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah yang membuat 

Peraturan Daerah. Terdapat perbedaan terlihat dari sumber-

sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan 

dari Siyasah siyasah, dengan tujuan memberikan 

kemaslahatan seluruh masyarakat. 
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B. Rekomendasi 

1. Kepada para anggota DPRD supaya dapat lebih 

memaksimalkan pelaksanaan fungsian, terutama dalam bidang 

inisiatif pembuatan Perda.  

2. Dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi wakil rakyat 

hendaknya DPRD dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat 

dalam Siyasah siyasah sebagai bahan pertimbangan.  
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